SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1)
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2027;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);



5.

10.

11.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6906);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan
Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 91);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
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Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata
Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 183);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026
tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
99);
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Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 346);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah;Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian
Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja
Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun
2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 262);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 286);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 282);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2026
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2026 Nomor );



40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

-6 -

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 77);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Tahun  2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 71);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 116 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 116);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 275 Tahun 2023
tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
2023-2042 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 275);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2024
tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan,
Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024
Nomor 83);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor
57) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2026 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 57
Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2026 Nomor 14);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2026
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2027 (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2026 Nomor 32);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2026
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran
2027 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026
Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.
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Bupati adalah Bupati Bandung

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
dengan RKP adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati
dengan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.
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Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan
dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan daerah.

Pasal 2
RKPD tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan
Daerah untuk periode Tahun 2027, yang dimulai dari
tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember 2027.
RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD
dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP, yang
memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. prioritas pembangunan Daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun;

d. Program Strategis Nasional,
e. Kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 dimaksudkan untuk mewujudkan
sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta
antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi
maupun daerah sehingga dapat menciptakan efektivitas
dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.

RKPD tahun 2027 bertujuan untuk:

a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan
tahunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas
pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar
fungsi maupun tingkatan pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta
evaluasi hasil pembangunan; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
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Pasal 4
Dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2027, Perangkat
Daerah berpedoman pada RKPD tahun 2027 dan Renstra PD
untuk menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan
daerah dengan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat
Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 5
Rancangan akhir Renja PD sebelum ditetapkan, dilakukan
verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB II
DOKUMEN RKPD

Pasal 6
Dokumen RKPD terdiri atas pendahuluan, gambaran umum
kondisi daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah,
rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas
Daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
penutup serta lampiran program/kegiatan/sub kegiatan.

Pasal 7

(1) Isi dan uraian dokumen RKPD Tahun 2027 disusun

dengan sitematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan;

b. bab II gambaran umum daerah;

c. bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah;

d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

bab V rencana kerja dan pendanaan daerah;

f. bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah; dan

g. bab VII penutup.

(2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

®

Pasal 8

Kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2027 meliputi:

a. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang
dapat  berubah  sesuai dengan  perkembangan
pembahasan anggaran bersama DPRD;

b. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran
pada saat pembahasan dengan DPRD;



C.

d.
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perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan
huruf d, dilakukan pada saat Perubahan RKPD; dan
RKPD tahun 2027 dijadikan sebagai pedoman
penyusunan KUA-PPAS Tahun 2027 serta bahan arahan
penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2027 dalam
rangka mewujudkan konsistensi perencanaan
pembangunan dan penganggaran.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9
Pengendalian dan evaluasi RKPD dilaksanakan oleh
Bapperida.
Pasal 10
(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(3)

(1)

mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan
Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah,
serta pagu indikatif.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemantauan dan  supervisi
pelaksanaan Renja PD dan RKPD.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan
kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang
ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan
rancangan KUA, PPAS, dan APBD.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun
kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 11

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala  Bapperida  mengkoordinasikan  tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

Kepala  Bapperida melaporkan  hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
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BAB IV
PERUBAHAN RKPD
Pasal 12
Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi
Daerah dan keuangan Daerah, rencana program,
kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk
tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan
dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan
baru dalam perubahan RKPD.

Pasal 13
Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub
kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
b, didasarkan pada:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat;

c. adanya kondisi yang tidak bisa ditunda karena dapat
menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintah
Daerah maupun masyarakat;

d. pertimbangan dalam rangka mempercepat capaian
sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;

e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas
nasional yang mendukung percepatan pembangunan
Daerah; dan

f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang
dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran
yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI BANDUNG,
ttd
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA
Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESY ARYANTI, S.H..M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001
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PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2027



